BUPATI TABALONG
-PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR <t TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN
MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT
PERMINTAAMN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

Menimbang . a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menter; Dalam Nege:i Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter: Dalaem
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Deerah, perlu
menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan
Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-CU dan SPP-TU oleh

Bendahara Pengzluaran SKPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tabalong;

b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang
dilakukan olell Bendahara Fengeluaran SKPD yang meliputi :
SPP-JP. SPP-GU dan SPP-TU perlu diatur batasan jumlah
dan mekanisme pengajuannya sebagal landasan operasicnal
pelaksanaan anggaran pada setiap SXPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan
Pembavaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran Jang Fersediaan, Surat Permintaan
Pembavaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayarar
Tambahan Uang Bugi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintan Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2016;



Mengingat

ot

10.

11.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin daa
Daerah Tingkat Il Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

L:'ndang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Reputlik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahur 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundanz-undangan (Lembaran Negara kepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tamabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014

‘Nomor 244), sebagaimana telan diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 [Nomor 140, Tambahar Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nemor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebgaimana
telanh diubah beberapa kal, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Noror 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan
Perranggungjawaban Bendaliara serta Penyampalannya;



Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010

tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
(3)23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014
tentang Organisasi Dan Tata Keija Sekretariat Daerah dan
Sekrertariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02};

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2014 Nomor 14, Tambhahan lembaran Daerah Kabupater
Tabalong Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebalong Nomor 15 Tahun 2014
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Takun 2014 Nomor

16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2014 Nomor 03);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015 Nomor 11);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2015 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU
JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI JANG DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA
FENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini vang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyeleaggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.

5. Surat Permintaan Pembayaran vang sclanjutnya disingkat SPP adalah dokumsen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

6. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang

bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

7. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen

vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uvang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

8. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang digunakan oleb Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kkegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persedian. _

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagal
Bendahara Umum Daerah.

BAB II
BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN

Pas:s1 2

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran kevangan secara efektif, efisien, ekonomis,
trnsparar dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP,
SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

Pasal 3

Batasan jumlah untuk SPF-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagalan yang tidak terpisahkan derl
Peraturan Bupaii ini.

Pasal 4

Bendahara pengeluaran pada SKPD dapa+® mengajukan SPP untuk pertama kalinya
dalam bentuk SPP-UP sesual dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pen .
: : geluaran SKPD kepada BUD dilakuk
apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggugjawaban;;auolil}i

Pejabat yang berwenang sebesar jumlar ' j
, A yang dapat dipertanggungjawabk:
(satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan. seungamablan dalam 1

Pasal 6

Penga_ljuan SPP-GU oleh Ben@ahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapakali
sesual dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPD yang

bersangkutan dan telah dipertanggungjawsbkannya d
ers o nnya dana pada SPP-GU tel
dimintakan sebelumnya. F yang telah

Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 5§ dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ|
yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat
dopertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (sat) bulan.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlahSPP-UP
dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada SKPD-nya.

Pasal ©

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahesra Pengeluaran SKPD sebelum
mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyamapaikan
permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu
penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPED selakuBUD.

Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD scbagaimana yang dimeaksud
dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran
yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

Pasal 11

. Pengguna Anggaran yang meliinpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran, berlaku nengajuan SPP-TU dan SPP-Langsung (LS).

Pasal 12

(1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis dig}mal-:an
" dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD);
(2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan untuk : -
a. kegiatan yang pelaksanaannya melabihi 1 (satu) bulan;
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang
diakibatkan oleh peristiwa di luer kendali Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.



Pasal 13

P;ngajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
dzgunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor
01 Tahun 2015 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, dan SPP-GU Dan
Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU Dan SPP-TU Bagi Bendahara Pengeluaran

SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Xabupaten Tabalong
" Tahun 2015 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Januari 2016

e

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal ¢4 Januari 2016
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H. ABDUL'MUTHALIB SANGAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 1



